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ABSTRAK 
Menganalisa secara yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta Atas nama Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, SH., MH 
(Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI) bertujuan untuk melihat apakah Hakim dalam 
memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas keadilan dan prinsip yang 
berlaku dalam hukum pidana. Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji 
masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Selain itu juga memberikan 
penilaian yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim Tindak Pidana Korupsi. Juga memberikan gambaran umum atas tuntutan 
Jaksa Penuntut Umumdalam perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah 
tuntuan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan memiliki 
keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh. 
Ketiga elemen tersebut haruslah sejalan dan proporsional sehingga menghasilkan 
putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini juga 
diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi hakim dan apparat penegak 
hukum lainnya dalam melihat dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis. 
Sehingga dapat pula meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. 
Hasil Analisis ini menunjukkan adanya Misconduct of Judge yang dilakukan majelis 
hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis hakim kurang teliti dalam 
merumuskan pertimbangan hakim dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari 
terdakwa. Majelis Hakim juga menyimpangi aturan minimum khusus dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dimana ancaman hukuman minimum yang diatur 
dalam Pasal 12 huruf c adalah 4 tahun penjara. Terdakwa yang merupakan Jaksa yang 
memiliki notabene memahami dan menjadi praktisi penegakkan hukum harusnya 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan 
hukuman yang seberat-beratnya bagi para aparat penegak hukum yang terbukti 
melakukan tindak pidana tersebut. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, 
adanya kesenjangan penjatuhan hukuman yang perlu dipertanyakan dan dikaji secara 
yuridis dan teoritis. 






Juridically analyzing the Corruption Court Decision at the Jakarta High Court on 
behalf of the Defendant Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (Number: 
10/PID.TPK/2021/PT DKI) aims to see whether the judge in deciding the case has 
complied with the principles -principles of justice and principles that apply in 
criminal law. Method The research approach used is a sociological juridical 
approach, which means that this research examines the problem by examining it in 
terms of legal science. In addition, it also provides an objective assessment of the 
considerations and decisions handed down by the Corruption Court. It also provides 
an overview of the demands of the Public Prosecutor in the case. This is done to see 
whether the demands of the Public Prosecutor, judges' considerations and decisions 
have a balance and correlation that builds a comprehensive logic of thinking. The 
three elements must be in line and proportional so as to produce quality and 
accountable decisions. This analysis is also expected to provide input for judges and 
other law enforcement officers in viewing and resolving similar problems or cases. 
So that it can also improve the quality of law enforcement for criminal acts of 
corruption. The results of this analysis indicate that there is a Misconduct of Judge 
carried out by the panel of judges in their considerations and decisions. The panel of 
judges was not careful in formulating the judge's considerations by looking at the 
portion of guilt and the role of the defendant. The Panel of Judges also deviated from 
the special minimum rules in the Corruption Crime Act where the minimum penalty 
as stipulated in Article 12 letter c is 4 years in prison. The defendant, who is a 
prosecutor who in fact understands and is a practitioner of law enforcement, should 
be considered by the Corruption Court to impose the harshest possible penalties for 
law enforcement officers who are proven to have committed such crimes. However, in 
reality what is happening in the field, there is a gap in sentencing that needs to be 
questioned and studied juridically and theoretically. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. 
Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, 
putusan lepas dari segala tuntutan. Seperti yang dikemukakan oleh 
WirjonoProdjodikoro:1 
“Bahwa tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (inisiatif) supaya 
ada perkara pidana. kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-
hal yang ternyata terjadi condretegevallen, bagaimana hukum yang berlaku, harus 
dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di 
mukanya oleh pihak lain.” 
Efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh institusi penegak 
hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan masih menghadapi tantangan berat. 
Masalahnya dapat diurut mulai dari buruknya sinergitas antar lembaga penegak 
 




hukum, rendahnya integritas personil, sampai pada lemahnya komitmen pimpinan 
instansi dalam menjaga independensi penanganan perkara.  
Mengacu pada pendapat Lawrence M Friedman, setidaknya ada tiga hal yang 
mesti dimiliki oleh sebuah negara untuk menunjukkan keberpihakan pada sektor 
penegakan hukum, yakni2: struktur hukum, lembaga penegak hukum, budaya hukum. 
Tiga aspek tersebut dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain agar dapat 
menciptakan negara yang benar-benar berorientasi pada supremasi hukum.Dalam 
sistem peradilan pidana dikenal asas diferensiasi fungsional. Ini merupakan asas 
untuk membagi peran dan fungsi antar penegak hukum.  
Terjadinya skandal jaksa yang tersandung kasus korupsi merupakan satu dari 
sekian banyak faktor rendahnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan serta 
hukuman vonis yang kurang sesuai bagi tindak pidana korupsi di pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi. Dalam penjatuhan hukuman pidana bagi para pelaku korupsi, masih 
sering ditemui di lapangan adanya penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan 
kerugian negara yang telah dinikmati oleh pelaku bahkan jauh lebih ringan dibanding 
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana umum yang hanya 
memberikan kerugian kepada korban berkali – kali lipat lebih rendah dibanding 
kerugian tindak pidana korupsi.  
Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat 
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan 
hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk 
menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk 
menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada 
batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus 
berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan 
bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di 
hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan 
alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah 
yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di 
dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti 
yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim. 
Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang 
menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:  
“Dalam sidang permusyawarahan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan 
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari putusan.” 
Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan 
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. Seorang terdakwa dapat dijatuhi 
pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan 
 




menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim 
harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap 
dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan 
perundangundangan. 
Merujuk pada skandal putusan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta kepada terdakwa atas nama Pinangki Sirna Malasari, menjadi 
pertanyaan negatif yang dilontarkan oleh publik terkait penegakan hukum terhadap 
tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini tentu saja semakin mengikis tingkat 
kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya selaku abdi negara yang harusnya lebih mentaati peraturan perundang – 
undangan yang berlaku dibanding masyarakat umum. Hadirnya pernyataan tentang 
hal – hal yang meringankan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang 
didakwakan kepada Pinangki, menghadirkan sejarah baru ranah hukum di Indonesia 
yang ditakutkan akan bisa meningkatkan terjadinya tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh banyak oknum yang semakin merugikan keuangan negara dan 
berdampak langsung terhadap kelangsungan masa depan Negara. 
Hadirnya beragam artikel sebagaimana yang dilansir pada berita – berita 
nasional baik pada media cetak maupun media elektronik tentang perbedaan 
hukuman pidana yang dijatuhkan antara Jaksa Pinangki menjadi catatan kecil yang 
menarik untuk dikaji dari paradigma keadilan dan dikaitkan dengan peraturan 
perundang – undangan terkait putusan pengadilan dan tindak pidana korupsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
peneliti merumuskan masalah sebagi berikut: Apakah putusan yang dijatuhkan oleh 
Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna 
Malasari telah memenuhi asas keadilan? 
 
C. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris. Penelitian hukum empiris 
adalah penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam 
masyarakat.3 Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah 
dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.4Atas dasar penggunaan pendekatan 
tersebut, maka digunakan beberapa bahan hukum primer yang relevan dengan objek 
kajian pembahasan yakni Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI dengan 
dukungan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, majalah ilmiah dan sumber 
lainnya yang memuat penjelasan mengenai kajian yang diangkat secara konseptual 
dan teoritis serta guna menemukan jawaban dari isu hukum yang dibahas digunakan 
teknik deskriptif-analitis untuk menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai topik 
yang dibahas. 
 
3Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 








D. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Putusan Hakim 
Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan 
nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau 
fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan 
moralitas dari hakim yang bersangkutan5. 
Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal 
tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari penjelasan mengenai putusan hakim 
di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses 
persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu 
status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau 
menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, 
atau bahkan grasi.  
Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara 
pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai 
keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu putusan dapat terjadi karena 
munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul 
dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkaan dari 
pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian 
di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh 
majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan 
terbuka dan kemudian biasa disebut sebagai sebuah putusan hakim. Putusan pada 
peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah 
berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan 
pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” 
dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim 
merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu 
pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah 
mempunyai tiga aspek tujuan yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian.  
Menurut LilikMulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik 
maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena 
jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan 
 
5Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 




amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 
dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”6 
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 
yang diberi wewenang itu, diucap kan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri 
atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu 
dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta 
atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim 
yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai 
alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak 
dapat diubah lagi.7 
 
2. Pengertian Keadilan 
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil 
adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama 
mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-
norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap 
orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, 
ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya 
harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala 
keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 
didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban 
umum dari masyarakat tersebut.8 
Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan 
pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu 
ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) 
adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat 
umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di 
samping keutamaan umum, juga keadilansebagai keutamaan moral khusus, yang 
berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan 
hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran 
keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena 
Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan 
numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama 
di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada 
setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.9 
Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan 
keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku 
dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-
barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif 
 
6Lilik Mulyadi, Seraut Wajah…..,Op Cit, hlm. 131 
7Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 286 
8M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, 
Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
9Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. 




berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi 
kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. 
Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan 
keadilanakorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang 
dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:10 
a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku 
kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih 
penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan 
kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting 
diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.  
b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari 
para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.  
c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. 
Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan 
kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara 
sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia 
adalah pejabat. 
d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat 
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus 
menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. 
Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa 
tentang apa yang pantas”. 
 
3. Pengertian Korupsi 
Tindak Pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary 
crime) yang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini sering disebut dengan white 
collar crime, kejahatan yang serig dilakukan oleh pejabat publik, dengan skala 
kerugian besar, bukan sekedar kejahatan yang merugikan 1 ataupun 2 orang 
namun hingga masyarakat luas yang merasakan akibatnya. Pengertian istilah 
korupsi dari perkataan Latin “coruptio”, atau corruptus,yang kemudian muncul 
dalam bahasa Inggris dan Prancis “Corruption”, dalam bahasa Belanda 
“Korruptie”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “ Korupsi “ 
yang secara harfiah berarti jahat atau busuk. “ Corruption ialah “ the offering and 
accepting of bribes (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah - hadiah berupa 
suap) disamping diartikan juga “decay” yaitu kebusukan/kerusakan. Yang 
busuk/rusak ialah moral atau achlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi 
sesuai arti corruptus atau corruptio”. Tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang 
menyimpang dari kewajiban normal untuk kepentingan pribadi (keluarga, 
golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, dilakukan dengan cara 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi dalam melakukan 
tindak pidana korupsi tak jarang melibatkan partai politik untuk mencapai 
tujuannya. Samuel Huntington dalam buku Political Order in ChangingSocieties, 
mendefinisikan korupsi sebagai “behavior of public officials with deviates from 
 




accepted norms in order to serve private ends”yang artinya perilaku pejabat 
publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk 
memenuhi kepentingan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford 
Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai ”penyimpangan atau 
perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau 
balas jasa”. Menurut Asian Development Bank (ADB) adalah ”korupsi melibatkan 
perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan 
tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-
orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-
hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan. 
 
E. Pembahasan 
Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang baru saja ditetapkan tersangka oleh 
Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap dalam mengurusi perkara DST di 
Mahkamah Agung menambah daftar Panjang anggota Korps Adhyaksa tersangkut 
kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW, dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 
2020, setidaknya 22 Jaksa ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Berdasarkan 
analisa ICW, setidaknya ada tiga permasalahan mendasar yang menjadi penyebab 
mudahnya jaksa tersangkut kasus korupsi.  
Pertama, faktor integritas dari jaksa itu sendiri. Masalah ini sebenarnya dapat 
diatasi salah satunya dengan memastikan rekrutmen calon Jaksa benar-benar berjalan 
objektif, transparan, dan akuntabel. Tak cukup disitu, untuk mendorong integritas 
Jaksa juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan. 
Dalam konteks ini dibutuhkan peran dari Jaksa Agung selaku penanggung jawab 
kelembagaan agar dapat menjalankan dan menegakkan peraturan internal terkait hal 
tersebut. Bahkan, Jaksa Agung harus menindak secara tegas jika masih ada oknum 
Kejaksaan yang tidak mengindahkan kewajiban hukum itu.  
Kedua, lemahnya system pengawasan dan penindakan di internal 
kelembagaan. Fungsi check and balance di Kejaksaan Agung dijalankan oleh Jamwas 
dan Komjak. Namun, dua lembaga ini kerap kali berselesih paham, utamanya terkait 
dengan ego sektoral pengawasan. Selain itu, problematika klasik terkait dengan Jaksa 
yang bermasalah kerap kali hanya diselesaikan melalui mekanisme internal, tanpa 
menyentuh aspek penegakan hukum. Modus korupsi yang sering dilakukan oleh 
oknum jaksa yang menangani perkara korupsi pun cukup beragam.   
Pertama, kewenangan Jaksa untuk melakukan penahanan. Pasal 21 ayat (4) jo 
Pasal 31 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang syarat dan kemungkinan 
dilakukannya penagguhan penahanan. Namun tak jarang syarat itu disimpangi dan 
dijadikan kesempatan untuk dapat bernegoisasi dengan tersangka. Kedua, pemberian 
surat perintah penghentian dan Surat ketetapan penghentian penuntutan. Syarat 
penegak hukum untuk dapat mengeluarkan SP3 atau SKPP ini sebenarnya telah 
diatur secara rinci dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, mulai dari tidak terdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi 
kewenangan tersebut seringkali dijadikan bancakan korupsi oleh penegak hukum, 
khususnya Jaksa. Ketiga, proses pembacaan dakwaan, dalam hal ini celah Jaksa untuk 




terdakwa.  Misalnya pada korupsi yang bersinggungan dengan kerugian negara, 
bukan tidak mungkin Jaksa akan meringankan terdakwa dengan menerapkan 
dakwaan tunggal berupa Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, dari sisi latar belakang profesi, 
terdakwa masuk pada kategori penyelenggara negara. Keempat, saat Jaksa 
merumuskan surat tuntutan. Pada bagian ini Jaksa akan menjanjikan kepada terdakwa 
untuk mengganjar perbuatannya dengan tuntutan ringan.  Kelima, kewenangan Jaksa 
saat melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan.   
Dalam konteks putusan perkara korupsi Jaksa berkewajiban mengeksekusi 
badan dan pengenaan uang pengganti. Jika dikatikan dengan kasus terkini – eksekusi 
buronan Djoko S Tjandra terlihat jelas kewenangan tersebut disalahgunakan. Oknum 
di Kejaksaan Agung malah turut membantu buronan untuk dapat terbebas dari jerat 
hukum. Bahkan oknum petinggi di Korps Adhayaksa disebut-sebut juga terlibat 
dalam membantu pelarian Djoko S Tjandra. ICW telah memetakan pola dan modus 
korupsi yang kerap terjadi di sector pengadilan. Setidaknya ada 3 (tiga) celah korupsi 
yang sangat potensial terjadi dalam tahapan penegakan hukum. Pertama, saat 
mendaftarkan perkara. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dalam bentuk 
permintaan uang jasa. Ini dilakukan agar mendapatkan nomor perkara lebih awal, lalu 
oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut. Kedua, 
tahap sebelum persidangan. Korupsi pada tahap ini adalah untuk menentukan majelis 
hakim yang dikenal dapat mengatur putusan. Ketiga, saat persidangan. Ini modus 
yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para hakim agar putusannya 
menguntungkan salah satu pihak.  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat vonis eks jaksa Pinangki  Sirna 
Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam 
kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. 
Menurut kami pertimbangan hakim mengabulkan permohonan bandingnya dianggap 
mencederai rasa keadilan. Kami menilai Pinangki layak dihukum lebih berat hingga 
20 tahun penjara atau seumur hidup karena statusnya sebagai jaksa dan harus kita 
ingat saat melakukakn kejahatan Jaksa Pinangki Sirna malasari berstatus sebagai 
Jaksa yang seharusnya sebagai penegak hukum. 
Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni suap, pencucian uang, dan 
pemufakatan jahat. Berdasarkan tiga tindakan tersebut maka Putusan banding 
Pinangki telah merusak akal sehat publik dan seharusnya sebagai alasan utama 
pemberat hukuman bukan dipotong hukumannya. Jika menelisik kembali dalam 
tinjauan pustaka diatas, maka dilihat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh 
Aristoteles, selaku Pejabat Negara yang diamanatkan kepada Pinangki Sirna Malasari 
yang telah dikukuhkan dan disumpah untuk menjalani profesi Jaksa yang sejatinya 
selaku penegak hukum, namun ditengah perjalanan karirnya malah melakukan tindak 
pidana korupsi, maka sudah seharusnya Pinangki mendapatkan hukuman yang sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu jika dikaji kembali 
pada yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu, maka bisa dilihat pada putusan 
Hakim yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Jaksa Urip Tri Gunawan SH 
Nomor11/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST yang telah lebih dulu menjalankan hukuman 
pidana 20 tahun Penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyuapan 




pun juga diterima terdakwa dan keluarga besar akibat perbuatan korupsi yang 
dilakukan Jaksa Urip dan hasil putusan Hakim lebih berat daripada tuntutan Jaksa 
yang menuntut yakni 15 Tahun Penjara.  
Selanjutnya jika menganalisis dari pengertian putusan pengadilan diatas, maka 
sudah seharusnya putusan Hakim dalam pengadilan hendaknya memenuhi unsur-
unsur pengertian diatas, namun pada kenyataan studi kasus pada jurnal ini, 
penjatuhan hukuman pidana yang diterima oleh Jaksa Pinangki belum sepenuhnya 
memenuhi unsur yang telah dijelaskan lebih awal terkait putusan pengadilan dan 
putusan Hakim diatas.  
Melalui alasan-alasan yang meringankan seperti terdakwa merupakan seorang 
Ibu dari seorang anak yang masih berusia 4 tahun yang dijadikan alasan terbesar oleh 
pihak terdakwa untuk Hakim mengabulkan permohonan banding terdakwa terhadap 
putusan yang telah diberikan terdahulu yakni 10 tahun pidana penjara dan denda 600 
juta rupiah dengan subsider 6 bulan kurungan penjara menjadi 4 tahun pidana 
penjara, tentu saja dinilai kurang sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan 
dari kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki. Hal ini juga memicu adanya 
kemungkinan pengulangan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh terdakwa sendiri 
setelah selesai menjalani pidana, atau bahkan oknum Jaksa dan aparat penegak 
hukum lain secara sadar untuk melakukan korupsi yang menyebab kerugian negara 
dalam jumlah besar terutama yang memiliki latar belakang serupa seperti Jaksa 
Pinangki yakni seorang Ibu dari anak yang berusia masih kecil untuk mendapatkan 
keringanan hukuman yang serupa pula. Sehingga hal tersebut tentu saja 
mempengaruhi masa depan hukum Negara Indonesia dan kualitas aparat penegak 




Kejadian kasus Jaksa Pinangki ini membuktikan bahwa instrumen penegakan 
hukum di Indonesia tidak berjalan maksimal. Penegak hukum yang harusnya dapat 
memberantas praktik kejahatan malah terlihat bahu membahu membantu pelarian dari 
buronan kasus korupsi. Mulai dari Advokat, Jaksa, sampai pada perwira tinggi Polri 
telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti terlibat dalam pelarian Djoko S 
Tjandra.  Dalam konteks ini publik pun dapat melihat secara terang benderang bahwa 
insitusi Kejaksaan Agung dan Pengadilan masih memiliki segudang permasalahan 
yang belum terselesaikan. Mulai dari keraguan akan keseriusan Jaksa Agung untuk 
membongkar praktik korupsi yang dilakukan oknum di internal Korps Adhyaksa, 
sikap resistensi terhadap pengawasan Komisi Kejaksaan, sampai pada dugaan 
perlindungan yang diberikan pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.  Model penanganan 
perkara seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini akan berimplikasi serius. 
Pada bulan Juli lalu Charta Politica baru saja melansir survey tingkat kepercayaan 
publik terhadap seluruh lembaga penegak hukum. Faktanya Kejaksaan Agung 
mengalami penurunan, berdasarkan data tersebut tingkat kepercayaan public terhadap 
Kejaksaan hanya berkisar 61,6 persen.  
Hal ini mestinya menjadi peringatan bagi Kejaksaan Agung untuk segera 




melibatkan oknum di internal Korps Adhyaksa. Bahkan tidak salah jika Presiden Joko 
Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari Jaksa Agung saat ini. Putusan majelis hakim 
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengurangi masa hukuman jaksa Pinangki 
Sirna Malasari mengejutkan banyak pihak. Pasalnya majelis hakim memotong masa 
hukuman Pinangki yang mulanya selama 10 tahun menjadi empat tahun. Itu artinya 
hakim memotong 60 persen masa hukuman Pinangki.  
Adapun pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan 
mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya, karena Pinangki dianggap sudah 
mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Selain itu hakim juga 
mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun 
sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada 
anaknya dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lainnya yakni Pinagki sebagai 
wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Hakim 
harus independen dalam memutus. Namun hakim juga manusia biasa yang bisa saja 
tergoda oleh iming-iming dari pihak yang berperkara. Belum lagi jika ada tekanan 
politis yang membuat putusan hakim tidak independen. Untuk itu, masyarakat turut 
menjaga kewibawaan dan kemandirian hakim dengan tidak menjadi bagian dari 
oknum yang melakukan hal tersebut.  
Menurut kami menilai korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki di 
lingkungan lembaga peradilan, melanggar HAM masyarakat. Kejahatannya dalam 
kasus ini juga dapat dikatakan bertingkat. Pertama, Pinangki telah membantu seorang 
koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima 
suap, melakukan money laundry, dan permufakatan jahat untuk mengeluarkan fatwa.  
Tindakan Pinangki ini telah melanggar hak masyarakat untuk mendapat 
peradilan yang fair, kesetaraan, dan mendiskriminasi. Menurut kami juga putusan 
hakim yang mempertimbangkan gender Pinangki dinilai kurang tepat. Sebab 
Pinangki menjadi aktor utama dalam kasus tersebut, bukan sebatas pion yang 
dimanfaatkan sebagai akibat ketimpangan kekuasaan gender. Dalam banyak kasus 
lain, logika gender ini sangat jarang digunakan. Ini lebih menunjukkannya sebagai 
alasan yang dicari-cari hakim dalam memutuskan kasus Pinangki ini. Putusan hakim 




Melihat problematika penanganan perkara kasus Jaksa Pinangki ini, maka kami 
merekomendasikan beberapa hal, yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera 
mengambil alih penanganan perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, 
selain itu presiden Joko Widodo untuk segera memanggil dan mengevaluasi kerja 
Jaksa Agung, membenahi kelembagaan Kejaksaan Agung, khususnya dalam 
memperbaiki tingkat akuntabilitas, transparansi dan integritasnya. Perlunya 
diadakannya evaluasi penerimaan Jaksa dan Hakim agar lebih Independen dan 
Profesional. dan yang terakhir adalah pengupayaan memperkuat kewenangan KY 
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